
Menimbang : a.

ll€ngingat : 1.

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 3 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI OAN TATA KERJA BAOAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ( BPBO )

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

bahwa sebagaitindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2007 tentang Penanggulangan Bencana dan dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah Nomor4l Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah, maka Pemerintah Provinsi membentuk lembaga lain sebagai
bagian dari Perangkat Daerah Provinsi untuk pelaksanaan peraturan
perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya;

bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a

tersebut di atas. maka oerlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (8PBD) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 19O4 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1gff Tentang
Pemb€ntukan Daerah llngkat I Sulawesi Tengah dan Daerah 'llngkat 

I

Sular,r,esiTenggara dengan mengubah Undang{ndang Nornor 47 Prp Tahun
1960 tentang Pembentukan Daerah 

-llngkat 
I Sulawesi Utara- Tengah dan

Daerah Ingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2687);
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun '1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3o41) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor43Tahun 1999 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun '1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20o4 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (l-embaran Negara Republik lndonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844',);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4737);

8. PeratuEn Pemerintah Nomor4l Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3952);

9. Peratu|an Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4828);

10.

'11

12
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Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonrf,r 4829),

Peraturan Presiders Nomor B Tahun 2008 tentano Badan Nasional
Penanggulangan Eencana;

Peraturan Daerah Provinsa Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
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Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan

yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang

disebabkan baik oleh faktor alam dan /atau faktor non alam maupun faktor
manusia merusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak
psikologis.

1.

M EMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATUMN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGGARA,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provansi Sulawesi Tenggara;

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagar unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara,

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris DaerahProvinsi Sulawesi Tenggara;

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang
selanjuhya disingkat BPBD adalah perangkat daerah provinsi yang dibentuk
dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana;

7. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesj
Tenggara,

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi SulawesiTenggara yang selanjutnya disingkat BPBD.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

(1) BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur;

(2) BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara dipimpin oleh Kepala Badan secara
ex- officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

BPBD merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dalam penyelenggaraan
pemedntahan daerah dibidang penanggulangan bencana.
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Pasal 5

BPBD mempunyai tugas :

a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan
oencana yang mencaKup pencegahan bencana, penanganan darurat.
rehabilitasi serta rekonstruksi secara adildan serats;

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan
berdasarkan peraturan perundangan-undangan;

c. menyusun, menetapkan dan mengkonfirmasikan peta rawan benc€na,

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana,

f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala
Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam
kondisi darurat bencana,

g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang,

h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal
5, BPBD mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penetapan kebiakan tehnis bidang penanggulangan
benc€na dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, effektif
dan effisien;
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b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang
penanggurangan oencana,

c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan
kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasidan rekonstruksi,logistik
dan peralatan;

d. pengkoordinasian, komando dan pelaksanaan kegiatanpenanggulangan
bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana,

f. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah
tangga dan ketatausahaan lingkup BPBD,

g pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan
fungsinya.

BA B III
ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

a. Kepala,

b. Unsur Pengarah;

c. Unsur Pelaksana.

(1)

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal I

Pengaturan Unsur Pengarah BPBD sesuaadengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pads ayat (1) terdiridari :

a. Pejabat Pemerintah terkait;
b. Anggota masyarakat profesional.

(2)



(3) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b dipilih melalui uji kepatutan yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana

Pasal 9

Unsur Pelaksana EPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala BPBD;

Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu
Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Ungsur Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari

(1)

(2)

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 di atas,
mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi
meliputi :

a. pra bencana;

b. saat tanggap darurat dan

c. pasca bencana.

Pasal 11

Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoodinasian;

b. pengkomandoan dan; -

c. oelaksana.

Pasal'12

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 hurufa merupakan
fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi
deng€n Satuan Keria Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang
ada di daerah, lembaga usaha danlatau pihak lain yang diperlukan pada tahap
pra bencana dan pasc€ bencana.
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pasal 13

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b merupakan
fungsi komandc Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengarahan
sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja perangkat Daerah
lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang
diperlukan dalam rangka penanganan darurat benc:na

pasal 14

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 t huruf c merupakan
fungsi pelaksana Unsur Pelaksana Badan penanggulangan Bencana Daerah
dilaksanakan sec€ra terkoordinasi dan teritegarasi dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah lainnya di daerah dengan memperhatikan kebijakan
penyetenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan
peruMang-undangan.

Pasal 15

('1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiridari :

a. Kepala Pelaksana:

b. Sekretariat Unsur Pelaksana:

c. Eidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

d. Bidang Penanganan Darurat dan Logistik;

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

t Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas ( Satgas );
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan StruKur Organisasi Unsur Pelaksana BpBD terc€ntum dalam ramorran
Peraturan Daerah ini,

(3) P_enjabar Tugas Pokok dan Fungsi BpBD akan ditetapkan dengan peraturan
Gubemur.
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Bagian Keempat

Kepala Pelaksana

Pasal 16

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas membantu Gubernur dalam hal pengkoordinasian
satuan kerja Perangkat Daerah, Lembaga Vertikal, Lembaga Usaha, pengkomandoan yang
meliputi pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan pelaksanaan kegiatan secara
terkoordinasidan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan bencana dan ketentuan peraturan
perundang-unoangan.

Bagian Kelima

Sekretatiat Unsur Pelaksana

Pasal 17

(1 ) Seketariat mempunyai tugas rnelakukan penyusunan program, pengumpulan

bahan peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan,
kepegawaian, p€ngurusan rumah tangga dan pengelolaan administrasi sutat
menyurat ;

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekrelaris yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kePada Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan peraturan perundang-undangan:

b. pengelolaan administrasi keuangan;

c. pengelolaanadministrasi kePegawaian,

d. pengelolaan kesekretariatan, rumah tangga, perlengkapan, dan surat

menwE ,

e. inventarisasi kebutuhan dan pengelolaan sarana dan pras arcna W(r€ng.nr6tr
b€nc€na.

Pasal 19

(1) Sekretariat Unsur Pelaksana terdiri atas :

a. Sub Bagian Program dan Perundang-undangan:
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b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian,

c. Sub Bagian Umum dan Tata Usaha.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah
oan bertanggung jawab kepada Sekretaris

pasal 20

('1) Sub Bagian program dan perundang-undangan mempunyai tugas
melakukan penyusunan program dan pengumpulan bahan oeraturan
perundang-undangan

(2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas pengeroraan
urusan administrasi k€pegawaian dan pengelolaan administrasr urusan
keuangan baik rutin maupun dana dekonsentrasi:

(3)Sub Bagian Umum danTata Usaha mempunyaitugas melakukan pengetotaan
administrasi umum, urusan surat menyurat, kearsipan, pengerotaan
perEngkapan, dan rumah tangga serta keprotokoleran di lingkungan Unsur
Pelaksana BPBD.

Bagian Keenam

Bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan

pasal 21

(1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyiapkan
banan standarisasi penanganan bencana, peta rawan bencana dan rnformasi
dini tentang gejala bencana;

(2) Eidang Pencegahan dan Kesiap Siagaan dipimpin oleh seorang Kepala_ Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepaoa t<epala
Pelaksana BpBD.

pasal 22

3:ll*i1=f kan tusas sebasaimsna dimaksud datam pasat21, Bidangrencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsr :

a. petaKsanaan pembinaan terhadap langkah pencegahan dan kesiapsiagaan
menghadapi bencana:

I
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Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Brdang
Penanganan Darurat clarr Logistik mempunyai fungsi .

a. penyusunan dan penetapan prosedur penanganan bencana;

b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulanan bencana secara
terencana, terpadu dan menyeluruh,

c. penanganan darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana,

d. pemberian bimbingan dan pelayanan pengungsi terhadap korban bencana

e. pemberian bantuan sarana prasarana dan logistik terhadap korban bencana

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 27

(1)Bidang Fenanganan Darurat dan Logistik terdiri atas :

a. Sub Bidang Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi;

b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Darurat dan Logistik

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Bidang Penanganan Darurat dan Logistik.

Pasal 28

(1) Sub Bidang Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi
mempunyai tugas menginventarisir korban bencana untuk menyelamatkan
dan mengevakuasi serta penanganan pengungsi secara tepat dan cepat
efektif dan efisien;

(2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Darurat dan Logistik mempunyai tugas
memfasilitasi penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana serta logistik
korban bencana dengan tepat dan cepat, efektif dan efisten serra
terkoordinasi.

a' pemantauan dan penetapan dan mengkonfirmasikan peta rawan bencana;o o*;Han dan penetapan prosedurtetap penanganan dan penanggurangan

c. pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Pasal 23

(1) Bidang pencegahan dan Kesiap Siagaan terdiri atas :

a. Sub Bidang pencegahan;

b. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
(2) Sub Bidang dipimpin oreh seorang Kepara sub Bidang yang berada di ba^rahdan bertanggungjawab kepada 6io"ng p"n".gahan dan Kesiap siagaan.

Pasat 24

(1) sub Bidang pence€ahan mempunyai tugas memberikan pembinaan danpenyuruhan serta rangkah-rangkah tentang pencegahan ringkungan yangdapat menyebabkan terjadinya bencana;
(2) sub Bidang Kesiapsiagaan mernpunyaitugas memberikan informasr kepada

lxsyar€kat 
mengenai tats cara oln pdrsiapan dini ,ntr[,"nghadapi

Bagian Ketujuh

Bidang Penanganan Darurat dan Logistik

Pasal 25

tr I lit"g Penangananoarurat dan Logistik mempunyai tugas menyusun danmenetapkan prosedur penanganin daruratpenyeramatan, evakuasi,penanganan pengungsi, sarana dan prasarana darurat serta rogistik korbanbencana:
(2) Bidang Penanganan Darurat dan Logistik dipimpin oleh seorang KeparaEidang yang berada di bawah O"n 

"O"rt"nggungjawab 
kepada KepalaPelaksana Badan BPBD.
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Bagian Kedelapan

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 29

(1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan
rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana kebutuhan korban
bencana dan masyarakat pada umumnya;

(2) Bidang Rehabiliiasi dan Rekonstruksj dipimpin olbh seorang Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala pelaksana
Badan BPBD.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana climaksud dalam Pasal 29, Bidang
Rehabilitasi clan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan rehabilitasi dan rekonstruksi
korban bencana.

b. pemberian bantuan rehabilitasi secara adil dan secara terhadap korban
bencana,

c. penyelenggaraan rekonstruksi terhadap daerah yang terkena bencana;

d pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 31

(1) Bidang Rehabilatasi clan Rekonstruksi terdiri atas :

a. Sub Bidang Rehabilitasi;

b. Sub Bidang Rekonstruksi.
(1 ) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 32

(1)Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas menyusun rencana program
rehabilitasi dan fasilitasi pemberian bantuan secara adil dan setara lerhadap
korban benc€na.
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(2) Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana
program rekonstruksi dan memfasilitasi pelaksanaan rekonstruksi

Bagian Kesembilan

Unti Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas (Satgas)

Pasal 33

Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas (Satgas) mempunyar tugas
melaksanakan tugas{ugas teknisoperasional berdasarkan kewenangan Badan
Penanggulangan Eencana Daerah (BpBD) dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Eagian Kesepurun

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas teknis unsur Pelaksana EPBD sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 35

(1) Kelompok Jabalan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 33.
terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipildalam jenjang jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ,

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Tenaga Furgsional Senioryang ditunjuk bleh Gubemur
dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala
Pelaksana BPBD Provinsi,

(3) Jumlah Jabatan Fungsional s€bagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dl atas
daatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.



pasal 37

Kepala Pelaksana BpBD mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masjng-masing dan bila terjadj penyimpangan agar mengambil langkah_langkah yangdiperlukan sesuai ketentuan peraturan peru ndang_Undang"an yang berlaku.

pasal 38

Kepala Pelaksana BpBD bertanggung jawab, memimpin danmengkoordinasik€n bawahannya masing_masing dan memberikan brmbingan
sena petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

pasal 39

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepata Sub Bagian/Sub Bidang wajib mengikuti
dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasanny- m"s,ng-n"s,ng
serta menyampaikan laporan berkala tepat pads waktunya.

pasal40

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya, wajib diolah
dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih l;njut dan untuk
memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

pasat4l

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula
kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional rnempunyai huhJrEan kerla.

pasal 42

Dalam melaksanakan tugas, Kepala pelaksana BpBD dibantu oleh Satuan
Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada
bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 36

R,:':: ?:,:::""i:Iil:y::,." f 3:l:_f "l"k:9n" Badan, sekretaris, Kepa ra

:i1?:g*'i,::, :oilg::':': : :o:n 
g oan x"rompok-;;;; ;il#:i:llingkungan Unsur Pelaksana 8P-^ 

!q! 
' I vt 'srrurrdr (rl

,nra.,rasi .r.^ c;^r,,^^,---, *-,,- -,,,:1-w-413 lenSraokan prinsjp koordinasi,

l:::?:T::a:i:onisasib?tkditinsr,,nsu"eu 
j.nlr"i,il;;;"#ili.X'j;

larn sesuai dengan tugas masing-masrng

pasal 43

Hubungan kerja antara BpBC

'u'ru!i,t,.ii'rol,;;;:; .:3 ;j:: ::,"1ilXi::i"?[*::j::,frf#Fg3rrovrnsr dapat melaksanakan fungsi,,"rn"^0", "t".ioi"..iffi 
erairsana

pasat 44

5.",,il::,:"!:lgjg::i"::,,:," 1r?u, 
n:, densa n B ad a n N a s i ona I

,"nsr.",iuy" i"n in-s-;ffi ;"il:jff:Hff ::;ff :H,.[:T, ].r1lff :"Eil
KE"ll.g [lllN. rr"3liJu*oro", EsELoNrsAslDAN pEMBERHENTTAN 

DALAM reaniirr,"^-,
pasal 45

t"5;,x;;;n";xxo"^n?f[ff 
I*l*r*rhenr,andaram/abaransrruhturar

p.'"L'"n8,,i"*;:ffi .""t#:l?:lnti:nl:o*'"n6e,puoom"np"oa
(2) Kepata petaksana BpBD di€

usul Set<retaris Oal;h"" 
u.angkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas

(3) Kepala pelaksana BpBD adatan eseton ll.a:
(4) Sekretaris Badan dan Kepala Bidang adalah eselon lll.a;
(5) {epata Sub Bagian dan K€

Bencana Daerah ao"r"n e."rJf,lijub 
Bidang Badan Penanggulangan

(6) Pejabat Eseion lll dan lV di ttngkungan gadan penanggvlangan 
Bencanauaerah (BpBD) diangkat dan cpetaksana BpBD m",",r, ,"nl,"1""Ti;,f[oteh 

Gubemur atai usut Kepata

tt' 
ffiff5";;,notk 

Jabatan Fungsionar drsesuaikan dengan peraturan,abatan

t' 
BSil :iffily'ii"[1*i:*::an penanssuransan 

Bencana Daerah
oit","pl"n orJdpl'Jl#l reraturan Gubernur' sesuai pedoman yang

I

i
I



tat -

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

-'t9-

Ditetapkan di Kendari,
pada tanggal 1B Mer 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

pasal 46

(1)Pembinaan dan pengawasan teknis administrif serta fasiritasipenyelenggaraan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Rl;
(2)Pembinaan dan penyerenggaraan teknis operasionar diraksanakan orehKepala Badan Nasional penanggulangan Bencana dengan berkoordinasi

pads Menteri Dalam Negeri

BAB VI
PEM BIAYAAN

pasal 4Z

Segala pembiayaan BpBD dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
bersumber dariAPED dan sumber pembiayaan lainnya yang;h d;n tdakmenaikat

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

pasal 4B

Dengan terbentuknya Badan penanggulanan Bencana Daerah, maka Satuan
Koordinasj Pelaksana penanggulangan Bencana provinsi dibubarkan dan
menyerahkan seluruh arsip/dokumen, data/informasilainnya sertaperalatan yang
berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BpBO.

Diurrdangkan di Kendari
pada tanggat 1B Mei 2OO9

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWEST TENGGARA,

H. Z,AINAL ABIDIN

LEMBAMN DAEMH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2009 NOMOR: 3

Peraturan Daerah inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap o-ang mer€etafuinya, rnernerintahkan pengundangan pe€turan Daerdt
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah provinsiSut"*esi Tenggara.


